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' DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

| ':SE'MERmTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 SEMARAN

PERATURAN DAERAH ﬁABUPATEN DAERAK mmcmr IT SEMARANG
womor 11 TAHUN - 1986 '
_ TENTANG . .
KETEN TUAN KETENTUAN POKOK DIREXSI, Dm\] KEPEGAWALAN
' PERUSAHAAN DAERAH K-ABUPATEN DAERAS TINGKAT TI SEMARANG_

DENCAN RAHMAT TU}AN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG »

';Menlmbang : a, bahwa pembenuukgn Porus haaﬁ-Daoruh aaalah untuk momperkembaﬁ&
| ' kan pcrckonomlgn Daerah dan untuk menambah. pondapatan Daorah
'khUSusnya dan pembangunanr ckoncmi Ne asional umuLnya § - o
._{bgﬂbahwa dalam rangks usahs mcvlngkﬂtkan kolancaran tugas Porusau'
fhaan Dacrah Kmbupatcn Daprah Tingkat I1 Scmarang yang dlbentuL 
dengun Peraturan Daoraﬁ Kabupaten Semarang - Nomoz ?/Pd/19?3 -
secara bcrd“ya guna dah berhasil- wunazbcrdasa:kun pr1n51p~prin
'1551p oPonsml peruSahaan yeng schat, perlu monetapkan kgtéﬁtdﬁn%
éketentuan pokok Dircks: dan Kepegawaian Poruszhaan Daerah Kabu
s '“paten Dacrah Tingkat 1I-Scmarang. ' |
' Meﬁbingat laUndgng~Undaﬁg Homor § Tzhun 19?# ﬁentanw Pokok~pokok Pemcrln —3
W L tahanIIL Dacrah (Lembaran Nogara Republik Indonesia Tahun 1974'

e ~Nomor: 38- Tambahan Lepburan Wezere Nomor 303?),

2 Undanguﬂndanr Namer 13 T;hun 1850 tenuanv Pombontuk an Dacrah ; '
 ‘Daerah Ka bupaten Dalan Lingkungan Propinsi Jawa Tcn?ah Joe Pe-
"ratuan ‘Pemerinteh Womor 16 Tahun 1976 tanggal 26 April 19?6 —j
_ tontang Porluasan ﬁotamadfﬂ Dacrah Tingkat II Semarang ¢
B Undang-Undanﬂ Nomor 5 Tahun 1962 tentanv Perusahaan Daefah Jo.
Undang—Uhdanb Nonor 6 _Tahua 1969 tentanz pernyatasn tidak ber
lakunya berbégai Uhdang-mndang dan Peraturan Pcmerlntah Penﬂﬂlz
~ ganti- Undgng—Undan : ' S
4 Kepubusan Manuorl Daleam \c geri Nomor 536 - 666 tanggal ? Okto~ |
; bor 1981 tentang Potunau& Polaksanaan Penggnﬁkatan dan Pember
hcntlgn Anﬂﬂota Dircksi den Badan Ponpuwas Perusahaan Daorah'-
:5.Poruturan Menteri Dalam Yegeri Nomor I Tahun 1984 ﬁcntanm Tata
cara Fembinaan dhn Ponaaxasan Perusalisan Daerah d1 llngkunganm‘
Pcmcrintah Dacrah.; ”

J
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6. Peraturan Daorah Kah upaten Daerah Tingket IT Semarang Nomor 7
/PA/1973 tontang Perusshaan Daeran jo Peraturan Dacrah Kabupa
ten Dacrah Tingkat II Scmareng Nemor 5 Tahun 1976'toniang. Me
ngubah untuk Pertanms Kali Peraturan Perusahaan Dacrzh dan No;
mor 21 Tahun 1983 tontens Pemisahan BEK dan Pasar;pasar Desa -
- dari Perdakass, |
_ MEMUT USK AN 3
Menetapkan s PERUSAEAAN DAERAE KABUPATEN DAERAY TINGKAT II SEMARANG TENJ.AI‘aG
KETENTUAN;KETENTUAN POKCK DIREKSI DAN KEPEGAWATAN PERUSﬁHAANu
DAERAH KABUPALTEN DAERAN TINGKAT ITI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN THMUM
. Pagal 2

Yang dimaksud dalam Peraturan Descorah ini dengan 3
* o, Bupati Xepala Dacrah adalah Bupati Kepala Dacrah Tingkat Ir
Semaramns.

b, Perusahasn adalah Perusahsan Dacrah Kabupaten Dacrah Ting ;
kat II Semarang yang dibentuk dengan Peraturan :
Dacrzh Kabupaten Scmaranz Nomor :9/Pd./1973 jo. Poraturan -
Daerah Ksbupoton Dacrah Tingket II Semarang Nomor 5 Tahun ~
1976 tentang Mengubah untuk Portama Kali Peraturan Perusaha
an Dazerah dan Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pemisahan BKK dan

. Pasar-Pasar Desa darl Ferdakas.,

¢+ Direksi adalah Dircks: Peruszhaan.

d. Pegawal sdalah Pe@awaﬁ vang bekerja dalem lingkungan Perusg
haan dan- digaji menurw. Peraturan gaji yang berlaku Eagi'Rg

usahazn, | '

c. Ponghasilan pomgawal adalar sajl pekok ditambah tunjangan-tu
njangan. _

fo Isteri adalah isteri dari pesswai herdasarkan perkawinan -
yang syah menurut hukun yang Yerlaku.

g+ Anak adalah snak kendung pegewal yang lahir darl porkawinan
yang syah, Anszk $tiri dan anst engkal yang syah menuvuﬁ-.per
aturan perundangan yang berlaku, erumur kurang dari 18 ta~
hun, belun oorpepahusllan gondirdy belum poxnah kngﬁ dan -
menjadi tmnggunﬂan sopcrunny& dari pemawal.

BE4&AB L
DIREBESY
Bagian Periama
Tuzead
Pagal 2
Pefusahaan'dipimpin oleh suaiu Dircksi yeng Jjumlahnys maxinum 3 -

(tigal) orang. _
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tral

Dalam melaksanakan pongurusan dan pengeleolaan Dircksd bertusas o

Do

b

Cs
d
Coe
£.
Z»

ha

(1)

)

Pasal

Memimpin scmua kegiztan

3

. -

perusahasan,

Memimpin dan mengendalikan sclurun kegiatan baik di Kantor Pusat maum

run 41 Kantcr Cabang.

Merencanakan dan mencetapkan program kerja Perusahaan,

Mengurus dan mengelola

Administrasi

Meleksanakan keglatan tchnik dan pemocliharcan.

Menyclenggaraken Aduinistrasi

Menyampalkan lapcran borials meongersi scluruh kegi:

hituncen laba / ruei,

Mewakili Poruschaan beik didel

l:'d

apiar
Ponzangkatzan
asal

"CJ

(ﬂ

i

Direckst dalam neleksanskan 7

Kepala Daerah.

Dircksi diangkat dan diborhen

Dacrah untuk masz jaboban &
11 setelah jabat

patl Kepala Daerah dennman perdefzan

Bila dibverhentiken dengan

S

akhir mendapat pesanson sebangaknbanyaknya 30 % dari

dari tzhun torakhir.

be Bila diberhentikan densan

akhir mendapat pesangon sebaaryak-banyaknya

tabwn terakhir,

¢. Bilz diberhentikan denrmer

scteriusnya Dberakhir diberikan

dari poncrimaan

‘ompat)

gaji bersih deri tahun

atan termasuk per -

am maupun diluar pongadilan.

¥Xedug
dan Pomberhontisn

yil

L

3

asnya bertanggung jawabd kepada Bupati

-

tikan denran Keputusan Bupati Kepalza

tahun dan dapat diangkat komba

tan torsebut erakhir.

{3) Apabila Peopowal D“rUSuhg&n.ang ditunjuk untuk menjebat Direksi -
berpangkat sorondah—rcndah z telah menduduki Pangkat staf Muda(c/1).
Bagi o l&o’tJ\.’(_ﬁ.
‘Rana - Reprosentasi,
Pasa; 5a
Dana Reprosentasi discdisken dar. Anggaren Porusahaan scbanyak~banysknya
75 % dari jumlab gaji Dircksi da'an 1 (satu) tabun yeng penggunaanys di-
atur oleh Direksi.
Bagizn lecnmpat
Posangcn
Pasal ;t
(1) Direcksi berhak atas pesangon yane poraﬁ rannya ditcetapkan olch Bu =

berikut :

‘sebazal

t karcna mzsa jabatan

a3

A

hormat kavona resa Jabhete

a
%

hormat ko ketica dan

pesang

rena masa
on schanyak-banyaknya 75 %

torakhir,

ila

v
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(2)

(3).

4.

4-

de Bila Direksi dibverhentikan denzan hormat setoelah berakhirarys manm
sa Jabatan kodua dan atau ketige dan scterusnya mendepat pesanson
berdasarkan perhitungan yang diperhitunskan atas dasar mass jabaw

%an sehelunnya.
Dircgksi tidak herhak atas pesenzen apzbila diberhentikaﬁ tidesk deng-
an hormas. .
Ketontuan tersebut pada oyat (1) diatas borlaku juga bapl Dircksi
vane dlangkatl dari Pegawai Worerl.
Bagl Dircksi yang diangkat dari Pegawel Porusahead berhak menerime

au nenilib mo-

1 - : P T I T N EN
o

pesangen scbageincna tortooten ooln oyoat (1) diates a2l

njadi Pegawai kemball dengan diberi pangkat samz dengan pangkat pe -

. .

cgawal yang tertinggi di Perusahaszn,

,- . A O
. - v.oun ke ocutd

Direksi momporﬁleh hak cuti sesual dengan poraturan yang berlaku boe

i pesawal Perusahaan,

Pejabet yang bherweleng memberi cutd - 707 .7 - T wia Daerah atau

o

ejabat yang ditunjuk olech Bupati Kepala Daerszh,

6}

ha}

B &5 TIX

Yang berwenaens monerima, mongangkatﬁ menaiken pansgkat, menctapkan gaji

3

o
ra

berkala, menjatuhkan hukur 1 Ja’ 1 don xemberhentiken pegawal adalah
Diroksi.

Pengadaan Pegawai dilakukan hanys unituk mensisl formasi vang tclah di-

tetapkan,

Sotiap Warge Hepara Indoncsia yaps —vroomuil syaraw-syarat yang ditentu-

kan dalam Peraturan Dacrah ini mempunyeil kesempeoton yeng sama untuk moe-

lamar dep dianrkat monjadi Pepawal bHaru dalam Porasahonn.
)

Paszl 11

3 qrht-sr rat yang harus dipenubi oleh sctiap pelamar adalaoh @
yea 2 )

a. Warge Kegara Indﬂnoql

b. Berusia seccnqah-renaahnya 18 (delapan belas) Sahun dar setinggl~ting~

ginya 35 (tiza puluh lims) tabun,

¢» Tidek pernah dihukum penjara atau kuruncan berdesarkan keputusan pcnv -

dilan yang sudsh moempunyal kekuaztan hukum yang tetap karena melakukan

.

suatu tindak pidana keojahatan Jabatan stau tindak pidena kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatannya.

= M
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i .5~

de Tidak porneh terlibat dalar suvetu gerakan yars menentang Pancasila, Une
dang=undang Dasar 1945, Negars c¢an Pomerintah,

¢v Tidek pernah diberhentikan tidsk dengzn hormas scbapal pepawai suatn
instansi, balk Instansi Pomerinteh maupun Insionsi Swasta.

o Tidek berkeduduken sebagal pegaval nosgeri atas calon n pegavai negoeri.

[

5o Mempunyai pendidiken, kectakspan aian koshlien yang diperlukan.
hy Berkelakuan baik, .
i. Berbadan schat, yans dinyatakan oileh Dekter yars ditunjuk olch Porusa-
haan. | '
Pasal 12

(1). Pengadaan Pepawai diuwmumkan scluas-luzsaya oloh Direksi,

(2);IDalam pengunuman yang dimeksnd dalam ayat (1) dicantumkan antare ial;
&+ Jumlah dan jenis lowongzan.
by Syarat-syarat yeng harus dipenuhi clch setiar clamar,
¢e Alemat tompat lamaran diajuken,

de Batas wakbtu pengajuan surat lsmaran.
Pagal .3

Setiap pelamar harus menpajukan surat lonaran vang diiuhis densan tulisan
tengen sendiri kepads Perusahaan denmen disertai

a» Daftar Riwayat Hidup.

b. Salinan Ijasah atau Surat Tanda Tamst Belalar yang diperlukan,

cs Surat Keteransan beorkelskuzn baik dari poiabat yang berwﬂjlh

d. Surat Keterangen keschatan dari Dokter vers daitu

ok ~ornak dihukum penjera stau

]
T
]
—+
[N
[N
|
i

=

o+ Surat pernyatasn pelamar, habhw
kurungen berdasarkan keputusan pengadila: yang sudah nompunyal keten.
tuan hukum yang tetap kerona melakukan sintu tindak pidana Xojshatan
atau tindak pidana kejsheten yane zda hobungannye denszan Jabatannysa,

£+ Surat pernyatasn pclemar, bahwa iz tidsk pernai
yang mencntang Pencasila. Undanp=Undnoe Dogaor
dak .

g« Surat peornystaan pelamar, bahwa ia tidalk pernah &7 bovhontiken tidak de-

ansi P*mcr ntahk

c‘l-

- hgan hormat sebagel pegawal sustu Inztansi, Dbaik Ins

et
]
-

maupun Instansi Swas
he Surat pernyataan pelamar, bahwa iz tiizk berkedudukan schagel Pegawnil
Pegawai Negeri atau Calon Popawai, '

i. Pas fotc menurut ukursn den jumlah yarr ditentukan.

T
r
.

Je Salinan sab keputusan atau keterangen sentang venzalamen bekeoria be

Je.
o1

‘pelamar yeng teolah moppunyai pengalzizn boko

T
ks Surat ketorangan lainnys yanec dimin‘a delam M PeNTUNMUNAL

Pagal 4
Surat lemaran yang tidak momonuhi syara: dikembalikan kepade yaneo bersans-

4

kutan disertai alasan-clasan,

(1) Pelamar yeng sural lamaraennya memeauhl syerat dipansoil untuk mengl -

kuti ujian, -
(2) Ujian LI I R R A usaon“..".



(§3 Ujian diselenggaralan coleh swatu panitia yang dibentui olch Jircksi.
(3) Ujian mcliputi :

=T Penpgotahuan Unun.

bs Pengetahuan Tehnis,

. !

¢. Kepribadian apablla dipandang peorlu.

Pasal 16

Pelamer yang diterina, diangkat elebh Dircksi monjadi Pemoweldl dengen w

pcrcohaan dan dipekerjakan serta digajl berdasarkan peraturan vang Soric

kus Pamal 17

(i) Pogawal yang telah menjalapkan masa percchaan sekureng-kuvaninys 3
-(tiga) vulan dan paling lama 6 (onam) bulan, diangkat oleh Divelks?
monjhdl Peughgl Peonuh Perusahesan dalem ra ngkgt tortentu menuzut  to-
raturan yang berlaku apabila memenuhi syaref-sysrat
2+ Telah menunjukkan kcsetizan dan ketazian penuh keopada Papcagils.

: Undang~Undang Dasar 1945 dan Pemerintahv
be Telah menunjukkan sikap dan budi pckert

i
cs Telah menunjukkan kecakapan dalem melakukan 48525

i
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™
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g
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d. Telsh memenuhi syarat-syarat keschatia

dianskat menjadi pegawail.

(2) Syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat Cl) huval a,b,dan ¢ . yevakan oo
cara tertulis cleh atasan yang bersangkutes yang berwerang wmembuat  pe
nilaian pelsksanaan pekerjaan, scdans syﬁfat yang dimakeud daim

huruf 4 dinyatakan dzlam surset keteransan yeng dikeluerkan clel Dokher
dan Abli lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.
Pasal 1If '

Pogawal vans telah menjzlankan mase pere chbazn ftotapl tidak momenuhl

» -

syaret scbagalmana diatur dalam pasal 17 Peraturan Dacrah ini dibcrhouiiiian-

sebagal pegawald tanpa santi rugil apapurs

Dalam ranska kepentingan pekerjazn di Perusahean, Dircksi dapet nenpgangkas
Pegawal honorer yang Jjumlabnya zkan diatur oleh Dircksi.

Bapian Zcduse

‘|-\

Nama dan susunan Pangket pepawai Porusahaan darl yeng tcrendsh sampail 4o e
ngan yang bertingsgl adalazh schagaimena tersebut dalam Lawmpiran T Peraturan
Dacrah ini.

Pasal 21
(1) Pegawai diansket dalam pangkat tertontn sebagaimana dimaksud dalem pa -

2l 20 Persturan Dacrah ini.-

-~ .
(d):'oalo:|::.eou|alaoeca=ﬁb-‘,‘s|¢uee



t"r;_‘\_’

(2) Penranckatan dalam pangkat scbagaimsna dimaksud dalsm ayat (1) Pasal
ini dilzkukar berdasarkan Ferasiuran Dirveksi. .
Baglan Xetipa
Penghasilan Pezawal
Pﬂruuraf 1
Gaji PJKO&
Kepada Pegawel vang diangkat dzlarm suatu panskat menurut TLeampiran I Per-
aturan Daerah ini diberiken paji polkok menurut gslonrman/rusns faji yange—
telah ditentuken untuk paagksat 1tu
Pasal 23
Kepada socrang yanp dianpgkat menjadi Pesawai Pbrcooaah diberi raji po -
kok schesar delapan puluh r scratus deri zaji pokok sebaszimena dimak-
sud dalam Paszl 22 Poraturan Dacrah ini,
Posal 24
Penetapan cail pokok Pemewal yvang dleafk at pada suatu panckat yanpg terms
suk dalem golongan/ruang oaji boru yang lebih tingri deri pada go lvnggn/
ruans gajl wenurud panskat lama, di a
lonpan dalam golongen/rueng gaji baru yeng seg
masa korja sl
asal 25
Penectapan ~uji pokok Pegawal yang ditctapken dalam suatu panskat terma -
suk golonran/ruang geji baru yapp lebih rendah deri sclonman/ruans gaji-
menurut  panskat lama diberikan sajl pokok dan mass kevja polonsan dalam

golongan  ruang gajl baru yang zkan dlperclehnyes apabile yanc bersangkut

(1) Kcpada Pegawal diberikan kenaikan zaji berkala apabila dipenubi sya-—
ratw-syarat
a, Menurut dattar penilaian polm45hpaaﬂ prekerjaan Lazl yang bersange-
e

kutan uoluh menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan kepr’

ja dan kepemimpinan (Lari staf dean pimpinan Cabans)denran baik.
b. Telah mencapal masa koerja solongan yang ditentulan untuk kenaikan
 pali berkala.
(2) Apabila yanz bersanskutan belum memenudl syarst terschut pada ayat -
(L) huruf a Passl ini, meke konaiken reji berkals itu ditunds paling
lamz  unituk 1 (satu) tahun, dan zpabila schodls woktu penundaane
tersebut yans bhersanskutan belunm Jusa memenuhl syorat-syarat meks

berkals itn ditunda

ry

kenalkan =aji legi tisp-tisp kall paling lama
untuk I (satu) tazhun.
Pagal 27

kan koman
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Kepade Pepawval yang menueut daftar pen

s
e
=i S‘-‘-
B
2
)
ke
5]
[
o
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1

puan kcrja, LOJLJUEmﬂ, ikepatuban dan prekarsa yeng belk, se

dijadikan Pegawal Teladan, dopet diberllien kenzikan sail

2
cant oo matd wrmpo mire A msrs Ty cnebeanat o nyliro -
Safy Aenalian Sagl F4nng SR O8I L.I.-'_E.n Sagst=3nal Henaigsnh Sg-



(1) Disamping gali pokek Peraowe
bagal berikut ;

[}

2. Tunjanran isteri dan Anak.

be Tunjangan keashalan.

ce Tunjansan jshetan.

de Tunjangan pengobaian.

ce Tunjangen landans pan=an.
f. Tunjangar Peorusahasn.

e Tunjansan P Koana.

he Tunjanran Porumahan/Pongganti Jewa Rumah.

i Tunjenran Keahlian.
jo Tunjancan chresentasi,
s
Peolaksansan avat (1)

disahkan clzh Bupaii Xopala Daerah.

e

Tmjanzan-tunianzar lain yang

Pasal ini

(2)

(1) Masa korjs Poerawsl
diperhitun: Kandengs

Dirckeld depat memberikan masa korja tambahan

an Sura
moeningkatken pendidikannys berdassrkan Surat

tzn Pesawnl Honoror,

Setiap Pepawal diangl
laku,

(1) Panpgkat-pansket yans dopat

tapksn doensa

2t Xeputusan Dircksi.

tagl Poga

'l'/

diverikan untuk pencanc

tunjans n—vunahn”an HQw

ditetapkan clch Dircksi.

an Koputusan Dircksi yang -~

scboelum menjadi Fepawai Peruszhaan dapat

aval yang berhasil -

Leputusan Divoxsi.

Dirclisl mencatur ketentuan honcr: =

‘kotan portams adalsh oo

“ae Pogawal Dasar Muda Golongan rusng 471 hasi mercka vans momilili STTR
.gékﬁlah Dasar.
b3 Pegawal Dasar Muds Tingket I Golonzan riong A/2 bapi wmercks yon~ seku—
\rhrf; kurapgnya meriliki STT3 Sekolsah Henengak Unwm Tincket Peortomz 3 -
Tahun, Sehulah Kejuruaﬂ Fortama 3 Tabhun.

LAl s s s e s rc v v anubrea

-



¢. Peolaksana Muda Golongan Rusne B/ basi mercka yang sckurang-kurangnya me-
miliki STTB Sekolah Menenga h Umum Tingkat ftas, Sckolash Kojuruan-Tihgkat—
Atag Hon Guea 3 Tohun.

de Poloksana ‘Muda Tins I

Ijasah Sarjana Mula, ijaseh fkadonmi, ijasab Pakaloriat,

I

ab Politcknik.

Golonger Rueng 372 barsi mercka yeng sckurangeku

rengnye menllik

._r

wn
o
£
]
=t
a

ce Staf Mude Golongan ruang C/1, bari moreké yan~ memiliki ijasah Saxrjand;
Ijasah Dokter,Ijasah Apobteker,Ijasah Pasca Sarjana,ljasah Spesialis L.
(2) Disamping syerat-syarat vendidikan scharaimana dinaksud ayat (1) harus pula
dipenuhi sysrst-syarat yans ditentuban dalam Persturan Perundang-undang
an yang berlalku.
| Paragrdf R
Xeoneikan Panglat

Pagal 33

Kenaikan Panskat Pegawval ditetapken pada tangral 1 April dar 1 Oktober tiap ta-
hun.

Pasal 34
Kepaikan Panskat sdalah Penghorgaan yang diberikan ates penpabdian yang bersens

kutan terhadap Ferusahaan.

T
gawail, yang memenuhl syarat-syarat vang ditentukan tanpa moemperhatikan ja—
batan yans dlpanskunya.

(2) Konaiken Pungket Reguler begi Pegawal memiliki @

2. STTB Sckolah Dasay adalah Sampai denran Pancket Pelaksana Muda Golongon~
ruang B/1.
b. STTB Sckolal Umum Tingkat Peritama, Sckoleh Kejuruzn Tinpkat Pertama 3 Ta’
hun adalzh sampai donsan Panphat Pelaksana Golongan ruanz B/3.
s, STTB Sckelah Menenmoh Trum Tingket Atos, Sclkolah Zejuruen Tingkat Atas -
Ten Guru 3 Tahun, alalah sempal donman Panfkat Staf Mude Golongan ruang=
C/1. _
&, Tjasah Sarjana Muda, Akademi, atau Ijasah Diploma III Politoknik adalah=
longpan ruans C/2.
ce Ijasah Sarjana, Ijasah Dokter, Ijasal Apoicker, adalah sanpal dongan Pang

kat Staf Tinskat I Gelengen rusng C/4.

0

sampel dengan Pangkat Stef Muda Tinskat I Go

I re T3 o
iap xnii seotl

niket lobih tincri apa—

=]
o
b
)
| %N
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4]
=
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=
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)
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=
o3
[m)
1
o
-
]
b
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bila

2. Telzh 4 (empat) tohun ngkat yong dimilikinys dan sotiap unsur penilal

an polaksanaan pekerjezan sckurang-Ruranpgnya Toranilsl

ctiap unsur penilai-

l-l-
'r-" L
I—Jo
[

d
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an polzksanazan pekerjoan sokuranr-kurengnys bernilai cuitup,

(1) Kenaikan pan~ke 3 Piiihen adaleh kenalkan »or-kat vonp diberikon konaela pegom
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wel yang momancku Jabatan strukiuril tertentu don yong teolah memenubl syora

syarat yang di
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(2} Kenaikan pangkat Pilihen diberikan dalam betas~batas jenjang pangkat yang di-~

tontukan jabatan yeng bersanskutan.

Pasal 38
Pogawail sebagaimen®dimsksud dalsm Pasal 3§£dapat dinaikan panskatnya setiap kali -
setingket lebih tingsi apabila @ [ Peraturan Daerah ini

as Telah 4 (empat) tzhun dalam pangkat yang Aimilikinya dan setiap unsur penila 1an
pelaksanaan pckerjaan sekurang#kurangnya berpilal baik dalam 2 (dua) tahun toram
kkhir, '

be Telah 5 (lima) 4ahun dalam pangkat yang dimilikirya don penilaian polaksmnaan jale)
kerjzan rata-reta bernilal baik, doncen ketontuen tidak adza unsur penilaian pe -~

lgksgn o pekerjaan yane bernilail kuranpg.

(1) Pegawzi yang momangku Jabatan scbagaimanes dimaksud Pasal 37 Zﬁotapl panzkatnya -
ertuken untuk jabatan itu, dapet dln“1k~

i
mesih dibawah penskat torendah ysnpg dit

11 Jebih tingeil apabila

{‘.J

kan pangkatnye setiap k

a. Sckurang=kurangnya telah 2 (dua) tzhun delem penckat yang dimilikinys, sokum
rang%kuran@nya telah 1 (satu) tahun memansku jebatan yane bersangkutan dan -
setiap unsur penilailan pelaksanazn peckerjaan sekurangékurangnya Bernilal baé
ik dalam 2 {(dus) tehun terakhir,.

b Sckurang~ruransnye telah 3 (tiga) tzhun dalem pongkat yeng dimilikinye, se?
kurang~kurangnye tolah 1 (satu) tahun momengku jebatan yang bersanckutan da—
lam penilzian pelaksonaan pekerjaan reto~rata bernilai baik dalem 2 (dua) ta
hun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pckerjasn yang bore
nilai kurang. Z‘Pasal ini _

(2) Kenaikan panckat sobagaimenadineksud dalenm ayat (lzldapat dilakukan sobanyak~ba

nyaknya 3 (tiga) kall selama menjadi Perawail Perusahaan.

Pasal 40
Kenaiken pengkat Istimowa diborikan kepade pogawal yenz monunjukken prostasi luar -
b . :
Las
Eo8. Pasal 41

- »

Pegawal yang monunjukkan prostasi luar biasa, dapat diberikan kenaikan pangketnya -
setingkat lebih tingpl apabila @
a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya sccara  torus menerus solamn 2 (du
a) tahun torakhir, schinspa is nyata-nyata menjadi  teladan besi linckunsennya =
yang dinyatakan denzan Surat Keputusan Dircksi.
e Sckurang;kurﬂ_wnya telak 2 (dua) tahun dalem panckat vans dinilikinya.
¢c. Setiap unsur penilainon polaksanssn pekeriasn bernilal amct beik selsma 2 {dna) -
tzhun terakhir.,
de Masih dalam batas jenjans panskat yang ditentukon Sesi Zobatan yans Gipancgky ¢ =~
lch pogawal yane bersanclhutan..
Bagiah Kelinma
Penilaian Pelaksenann Peokerdjasn dan -

Daftar Urvt Korvanrkaton

HJ
M
i
]
v
%]
vt
b

Pasal 39 ' /Peraturan Daerah inil

4
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al 42
Terhadap setlap pegawal dilakukan ponllultn pelaksansen sckall setzhun oleh Peja~

bat Penilal, Pasal 43

(1) Hasil pcnilaian pelakssnaan pekerjazn pepawail dituangkan dalam Daftar Penilal
an Polaksa anaan Pekerjzan. :
(2) Dalam Daftar Penileian Pelzksanzan Pekerjean unsur-unsur yang dinilei adalzhs
2. Kesctiaan.
be Prestasi Kevja,
c. Tanzpuns jowab.
d. Kebaatan.
e,.Kejujuran
"f#, Xerjasama.
g+ Prakarsa, dan
h. Kepeminmpinans
(3) Yanpg dimzksud dengan @ _
- Koseﬁia&n adalah kesebleaan, keteatan dan pengabdian kepada Pancasila, Un~
dunm-und;ﬁ“ Dasar 194%, Nesara dan Femorintah.
beFrestasi kerjz adalzh hasil kerja yanpg dicapal clch seofang pegawal dalam-
mclaksanakan tugas yang dibebankan kopadanye. )
ceTanpguns Jawab adalah kesanggupan scorang pegawal monyeloesgilkan pokerjaan;
yang discrahken kepadanya denran sebalk-baiknya.
d.Ketaztan adalah kesangpgupan scorang pesawal untuk mentaatli sesgala peratur-
an perundang~undangan dan peraturan kedinzsan yans berlaku dan mentaati pe
rintah kedinzszan.
c.Kojujuran adalah kKetulusan pn.i3 goorang vpepavei dalem nelaksanakan tugas-
dan kemempuan untuk tidak menyalsh sunskan wowenang yane diberikan kepadas
nyae

-

TKorja samz adalah kemampusn scorang pegawel untuk bekerjasams denpan orang

I

lain dalam menyelesaikan suetu tugas yaneg ditensukan.
gePrakarss adalab kemampusn seorang pegavel untuk menganbil keputusan, lang -
kah~Langkah atau melaksanakan sustu tindakan yang diperlukan dalam melaksa
nakan tupas pokck tanpa menungsu perintsh atesan.
heKepemimpinan adelah komampusn seorang perawal untuk meyskinlan orang lain
schingza dapat dikershken sccars maksimal miuk melaksznakan tugas pokeks
(4) Tnsur kepomimpinan sebagaluana dimeksud dalem ayat (2) huruf h Pasal inihanym 
dinilal bazi pegawal yang berpangket Peleksana Muda Geloncan B/1 keatas yang-

momangku suatu Jabaitan.

Hilai Polaksansan Pekerjsan dengan scbutan dan ancka sobagei berikut
a. Amat baik =z 91 -~ 100

bhe Baik = 75 =~ 90
¢+ Cukup = 65 - 75
de Sedang = 51 - 60
ces Kurang . = B0 kehawah.,

Daftar Yenilaian Pokerjaan adalah bersifat rahesia.
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Pasal 45 _
(1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai vens dinilei.
(2) Pejabat Penilai.w ajib molgkukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap
regawal yang berada dalam lingkungannya.
(3} Penilsian Pelaksanaan Pckerjaan sebagaimana dimeksud dalam ayat (2) Pa -

sal Ini dilakuicen pada tilap~tiap akhir tahun.

. Pasal 46

(1) Daftar Ponilajan Pelaksanzan Pekerjaen diberikan clch Pejebat Ponilai
kepada pogawal yang dinilai.

(2) Apebila pegawni yang dlnllal berkeboratan otas vllal dalan daftar Poni-
laian Pelaksanaan PckorJuan, naka ia dapat nmencejukan kebeoratan discr -
tal dengan alasan-alasanuya kepada Atasan Pejzbat Penilai molslui hierayn
ki dalam Jencka waktu 14 (ompat belas) hari sejak tangeal diterimanya

Daftar Pcnilaian Pelaksanzan Pckorjaan torschut.

Pasal 4%
(1) Pejabat Penilai menyempaikan Daftar Penilaion Pelaksonaan Pekerjaan Kom
pada Atasan Pojabat Penilai dengan ketontuan sobagai borikut ¢
8+ Apabila tidak ada keberatan dari yang dlnllal, Daftar Penilaian Po -
laksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan, _
b. Apabila ada keberstan dari pegawal yang dinilai, Daftar Penilaian Pe
- leksansan Pokerjasn terscbut disampeikan dengan catatan tentang tang
gapan Pojabat Ponilal atas kcberatan yang diajukan oloch pegawal.

(2) Atasan Pojzbat Ponilai memoriksa donsan scksama Dafter Penilaian Polake
sanean Pexerjasn yang disampaikan kepadanya. _

. (3) Apabila tordapat alasmnéalgs an yang gulup, atasan Pejabat Penilaei dﬂpat
nengadakan perubahan nllgl vang tercantum dalam Daftar Penilaian Polake-
sanaan Pokerjaan sebagaimansa dimaksud dalam ayet (2) Pasal ini.

(4) Daftar Penilaian Pélaksanaan Pokerjean baru berlaku scsudah ada penge =
sahan dari atasan Pejabat Penilai.

Paragraf 2
vDefbar Urut Kepamgkatan

PaSgl 48 _

Daftar Urut Kopangkutan dibuat sekali setahun, sctiap akhir tahun.
Pasal 49

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sobagai salah satu bahen pertimbangan

obyektlf dalam melaksanakan pembinaan karior porawei.

Pasal 50

Apablla ada lowongan Jabatan, neks pegawal yang menduduki Daftar Uput Xe -
pangkatan yang lebih tingpi wajilb dipertimbanckan lebih dahalu.

Pasal 51 L A A
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Pagal Bl
Urutan yang digunaken menctapkan nomor wrut dalam daftar Urut Kepangkatan
Secara berturut;turut adalahb 3
2. Pangket ;
b Jabatan
ce Maga Kerja g
de Latihan Jabatan
e, Pondidikan, dan
. Usia ;

-y >

Pasal 52
Daftar Uput Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan olch dan meu -
rut cara yang ditcentukan.
| Pasal 53
(1) Pogawai yang morasa nomor urutnys dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak
pat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dircksi atau Po,
bat yang ditunjuk. '
(2) Dalam surat keberatan schagaimana dimaksud dalem ayat (1) Pasal ini ha>
dimuat alasan keberatan itu. _
(3) Keberatan sebagainana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan
dalam jangka wakiu 30 (¥iga puluh) hari sejak tanggal pongumumen Dafta:
Urut Kopangkatan.

Baglan Keenam
Cuti
Pasal Ok
Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Dircksi.

| - Pasal 55
Cuki tordird dapt i
&« Cuti Tahunan ;
be Cutl Besar
- -ge Cuti Sakit
‘d. Cuti Borsalin, dan
‘¢s Cuti Karena Alasan Pontinge,
Pasal 56

{1) Pogawai yang telah bekerja sckurang-kurangnya satu tahun scecara terus

menerus berhak atas cuti tahunan,
(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 {(dua belas) hari kerja.
(3) Cuti tahunar $idak dapat dipecah-pecah hinggs jangka waktu yang kurang
dari 3 (tiga) hari korjas
(4) Untuk mendapet cuti tahunan pegawal yeng bersangkutan mengajukan pormi
taan sccara tertulis kepada Direksi atau Pejabat fang ditunjuk.
:(f}-Cuti tahunan diberikan secara 4ortulis oleh Dircksi,

Pasal 5? Cssasr e NI R OLERE S
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Pasal _5?

Pegawal yang telah bekerje sekurang-kuransnya 6 (enam) tahun secars * -

rus wéncrus berhak atas Cuti Besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

(2)
(3

(43

Popawail yang menjalani Cuti Besar, tidak berhak lagl atas Cuti Tahun:-
nya dalam tahun yang bersangkutan.
Untuk mendapatkan cuti besar, pegawal yang bersangkutan mengajukan pe
mintaan socara tertulis kepada Dircksi.
Cuti Besar diberikan sccara tortulis olch Dircksi,

Pasal B8 '

Sctiap pegawal yang mondorite sakit berhak atas Cubi Sakit.

(1)

(2

(%)

(5

. (6)

(1)

(2)

Pasal 59
Pogawal yang sakit ‘selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas Cut.
Sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus membord tahukan kopada atasann
Pegawai)yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dongan 14 (empat F.
las) hari borhak atas Cuti Sakit, dengan ketontuan bahwa pogawai yan,
bersangkuban harus mengajukan pormintaan secara tertulis kepada Direl:
si atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Sursat Keterangan Dok
tor., '
Pegawali yang menderita sakit lebih dari 14 (empat bolasj hari berhak
atas Qubti Sakit, dengan kotentuan bahwa pegawai yang bersangkutan ha
rus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Dircksi atau Pojabe.
yang ditunjuk oleh Peruszhaan.
Cuti Sakit scbagaimana dimaksud ayat (3) diberikan untuk wakiu paling
lama 1 (satw) tzhun.
Pegawal yang tidak sombuh dar] sakitnya delam jangka wakiu scbagaiman:
dimaksud delam ayat (4) harus diuji kombali keschatannya oléh Dokter
yeng ditunjuk olch Porusahaam. |
Apebila berdasarkan hasil ponpujian keschatan scbagaimana dimeksud a -
yat (S) pegawal yang bersangkubtan belum sembuh dari penyakitnya, maka
ia diberhentikan dongan hormat dari jabatannya karena sakit dengan men
dapat uang tunggu bordasarkan perafuxan yang berlaku.

Pagal 60
Pegawal wanita yang nmengalami sugur kandunpgan berhek atas Cuti Sakit
untuk paling lama 1 1/2 (satu sotenzah) bulan. _
Untuk mendapatkan bl Sakit, sobagaimana dimeksud dalam ayat (1) yan:
bersangkutan mongajukan permintaan secara tertulis kepada Dircksi atau
Pejabat yang ditunjuk dengen melsmpirkan Surat Keterangan Dokter atau
Bidan,

Pasal 61

Pegawal yang mengalami kecelakaan dalam dan olech karenz menjalankan tugas

kowajibannya schingpa ia perlu mendapat.perawatan berhak atas futi Sakit .

sampal la sembub dari penyakiinya.

Pasal 62 R RN



Selama menjalankan cuti sakit scbagainana dimaksud dalam Pasal 58 sampai
ngan 61, pegawail yang bersangkufan menerima ponghasiian.penuh.
Pasal 63 _
Cuti Sakit sebagaimana dimsksud dalan Pasal 58 sampai dengan 61, keeuali
yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diberikan sccara tortulis olch Dirc
Sie S
Pasal - 64
(1) Untuk persalinan ansk yang perbama, kedua dan ketiga pegawal waniia be:!
hak atas Cuti Bersalin,. _
(2) Waktu persalinan anak yang keempat dan scterusnys pegawal wanita diber’
kan cuti diluar tangsungen Perusshaans _ _ '
{3) Lemanya Cuti Borsalin terscbut dalem ayat (1) dan (2) adalah 1 (satu)
bulan sebelum dan 2 (duz) bulan sesudah persalinan.
(1) Untuk mendapatan Cuti Bersalin, pegawal wanita yang bersangkutan mengr

-

Pasa

ﬁukah'perminﬁaan secara tertulis kepada Dircksi.
(2) Cuti Bersalin diberiken sccara tertulis olech Dircksi.
] Pasal 68
Selama menjalanBan Cuti Bersalin pegewz! wanita yang bersangkutan menerima
penghasilan penuh.
o Pasal 67
Yang diméksud-dengan Cuti Karcna Alasan Penting adaleh cuti karcna @
a. Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, idik, Kakak, Mortua atau Menantu sakit
g-atau karena meninggal dunia. :
be Melangsungkan pernikahan yang rertanma.
¢+ Alasan penting lainnya yang diSetapkan kemudien olech Direksi.
Pasal 68 |
{1) Pogawal berhak atas Cuti kapmaz alasan penting.
(2) Lamanya Cuti Karena Alasan Penting ditentukan oleh Dircksi atau Pejabat
yang ditunjuk memberikan cut! wntuk paling lama 2 (dua) bulan, |
_ . ' Pasal 62
(1) Untuk mcndapaﬁkan Cuti Karona Alasan “enting, pegawal yang bersangkutan
mengajukan permintaan secara iertulis_ﬂengan nenyebutkan alasan?alasanm
nya_kepada Dircksi.
(2) Cuti Karcna Alasan Ponting diborikan secara tertulis oleh Dircksi.
' Pasal %
Selama_menjaiankén Cuti Karens Alasar Penting, pegawai yang hersangkutan

menerima penghasilan ponuh.

T,

Bagian I{OtujUh PresmtrevtEvasasas oA
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Baglan  Xetujuh

Disiplin Pepawal
Papagraf 1
Kewajiban dan Larangan

Pesal 71

Setiap Pegawal wajib ¢

=

be

Ma

N

Setia dan taat scpenubnya kepada Pancesila, Undang -undang Dasar 1945,

gara dan Pemerintah.

Meongutamaken kepentingan Kegara, Pemerintah dan Perusabaan diatas kepen

tingan golongan atau diri sendiri.

Menjunjunz tingzl kehormstan aftsu martabat Perusahaan.

[SeLas]

Ha

Menyimpan rahasia Perusahzsan atau rahasia Jabatan denga
Molakukan tugas kedinasan dengan schbaik-baiknya dan den

- "

dian, kesadaran dan tanzgung jowad.

‘Bekerja dengen jujur, tertib, cermat dan bersemangat un

Perusahaan,
Memolihara dan meninckatkan keutyhen, kerjasama Perusah
Menciptakan den memelihars suasate kerje yang balk.

Menggunaken dan memelihara Larang-baranz milik Perusaha

n sebailk~baiknya.

zzn penuh pengab
tuk kepentingan
Za8e

an schaik~baiknys

Memberikan pelayanan dengen schaik-baiknyz kepada nasyarakat menurut bi

dangnya nmasing-masing.

Bertindak dan bersikap tegas totapl adil dan bijaksana terhadap bewahan

nya »
Membimbing bawahannya dalem nelaksanakan tugasnya.
Menjadi dan memberi contch scria teladan yang balk terh

Mendorong bawahannya untuk mepdnpkatkan prestasi kerja.

Pzsal 72

Setiap Pegawal dilarang @

Sa

Da

Cs

d.

Coe

it

Menyalah gunakan wewepangnya.

adap bawahannya..

Melakukan kepiatan-keglatan yans langsung atau $idek langsvng meruglikan

kepentingan Perusahean estzu Hemara.

Menyalah gunakan barang%barang atau wang atau surabt-sur
Perusahaa

Memiliki, menjual, membell, monggadalkan, menyewakap at
barang~barang berherga milik Perusahzan secara tidak sa
Molakukan kejahatan Dbersama atzsan, teman sejawat, bawa

lain didelam maupun diluar lingkunpan kerjanya denpzn 1

at berharga nilik
au meminjamkan

han, atau crang

ujuan uniuk keun-

fungan pribadi, gclongan atau pihak lain yang secara lazngsung atau tidak

langsung merugikan Perusahaan.

Menerims hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja
yang diketahui atau patui dapat didupa bahwe pemboriesn
atau mungkin bersangkutan denszan jabatan atau pekerjean

sangkutan.

e Bertindsk

o

L L B BRI N BN B BN I BERE B B BE IR BN N
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o. Bertindak sewenangéwenang terhadap bawazhannya.
he Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama balk Perusaéw
haan atau Negara. S '
i. Menghalangli berjalannya tugas kedinasan.
j. Bertindak sclaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk
mondapatkan pekerjnan ateh pesanan dari Perusahasn.
%. Momiliki saham / wmodal dalam Perusshasn,
1. Meyakukan tugasnyz untuk kepentingan rdbadi,. gelongan atau pihak lain.
’ Parapraf ¢
Hukumen Disiplin
Pagal 73
Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawal yang melanggar ketentuan'seba;
gaimana dimaksud dalam Pasal 71 den Pasal 72 adalah pelanggaran disiplin.
‘ Pasal 7h
Dengan tidek mengurangd- ketepsuan poraturan perundangéundangan pidana, pega;
wal yang melakukan polabggoyem disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh Di;
voksi. _ -
(1) Tingkat hukuman disigijn tordiri dari @
as Hukuman disiplin iinééﬁ s
e Hukuman disiplin sedang § dan
~ C. Hukuman disiplin kfa‘t. |
(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari
as» Tegoran lisan f .
bs Togoran teftulis; déﬁ
¢+ Pernyataan tidek puas secara tertulis.
(3) Jenis hukumen disiplin sedang terdiri dard : R
a.. Ponundaan kenalzen gaji berkals, untuk peling lama 1 (satu) tahun.
b. Peonurunan gali sebesar 1 {satu) kali kenaikan caji berkala untuk pa;
ling lame 1 (satu) tzhun, dan
c. Ponundasn kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tohun,

(4) Jenis hukuman disipliz erat tordiri dard i
a. Penurunan pangkat pade pangkat yang setingkat lebih rendah untuk pa;
ling lama 1 (satuw tahun.
b. Pembebasan dari jabatan. _
¢+ Memberhentikan dinzan hormat tidak atas permintaan sendiri dari seba;
gai pepawal, dan '
&. Pomberhentian tidak dengan hormat scbagal pegawai.

BE,"S*-E!IL SrsrBERA LI PELIN LA AEE AR
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Bagian Kedelapan
Pemberhentian Sewmentara
Pasal 75
(1) Untuk kepeﬁtingan pengadilan seorang pegavwai yang diduga telah mela~ -
kukan suatu kejahatén/pelanggaran Jzbatan dan berhubung dengan itu oleh
pihak yeng bervajib dikenckan tahan sementara mulai saat penahanannya

harus dikensken pemberhentian scmentara.

(2) Ketentuan menurut"ayat (1) Pasal ini dapat diperlakukan terhadap seorang
pegawai yang_oleh pihak berwsjib dikenskan tahan sementara karena di -
dekwa telah melakukan suatu pelanggéran hukuman pidana yang tidek menya
ngkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat~
hilangnya penghargaan, dan kepercaysan atas diri pegawai yang bersang =

kutan, atas hilangnya martebat scrta wibava pegawai itu.

Pasal 76

5 corang pegawal harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyeleweng
an terhaaap ideologl dan hgxuggunegara aten ia terbuki$i dengan sadar dan/a-
tau-sengaja melakukan suatu yang marugikan kepentingan dan kesolamaﬁan Bang

sa dan Negara,
Pasal 7Y

(1) Kepada seovang pegawal yang dikenakan pemboerhentian sementara menurut =

Pasal 75 ayat (1) Peraturan Dasrah inil :

ae Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukan -

'~ nya pelanggeran yaung didekwaksn atas dirinya mulai bulan berikutnya-
ia diberhentikan sementara {iboerikan gaji tujubh puluh lina persera -~
tus darizgaji.pokok yang diterima terakhir.

by Jika terdapad petunjuk-pefunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah mela-

- kukan pelanggearan yang didakwakan atas dirinya nulai bulan berikth

nya ia diberhentikan sementera diberikan gaji sebesar lima puluhe-
perseratus dari gaji pokok yang diterimanya terakhir,

(2) Kepada seorang pegewal yang dikenakan pemberhentisn sementera menurut -
Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah ini nmulai bulan berikutnys ia diberw
hentikan diberikan gaji sebesar tujuh pulub lima perseratus dari gaji~
pokok yang diterima ferakhir, '

Poasalaisssscesvorssnsnsras



Pasal 78

Untuk menghindarkan kerusian bagi keuangan perusahaun, make perka
ra  yang nmenyebabkan seorang pegawail dikenakan pemberhenti’zn see
mentare harus diperiksa dalam wakiu yang scsingkat~singkatnya

agar dapat diambil keputusan yong tepat terhadap pegawéi yvang ber-

sanglkutan,

Pasal 79

(1) Jika sesudah pemerikssan oleh pihak yang berwajib sceorang po-

gawal yang dikenakan pamberhehtian sementara ternyaba fidak
ersalah, maka pegeval itu harus segera diangkat dan dipeker—

jakan kembali pads jabatannya semulaJDolam hal demikian, maka
selama masa diberbentikan unbuk sementars ia berhak mendapatd
gaji penuh seria penghasilannponghasilan yang berhubungan de ~
ngan jabatannya,

(2) Jiks scsudah pemeriksaan dimaksud pegewal yang bersangkutan

ternyata bersalah i ,

a., Terhadap pegawal yang dikenakan pemberhentian sementara
menurut Pasal 75 ayat (1) Peraturan Dasrail ini harus diam =
bil tindaken pemberhentian somentara scdangkan bagian gaji
berikut tunjangan yang telab dibayarkan kepadanys tidak di
pungut kemball. |

"be Terhadap pegewal yang dikenakan pemberhontian semenbara
menurut Pasal 75 ayat (2) Peraturan Dacrah ini Jika perlu
diambil tindekan, harus diambil tindakan sosuai dengan
pertimbangan / keputusan hakfp yong mengambil kepubusan
dalam perkara yang menyangkut diri pegawal yang bersang -
kubtan.

Dalam hal ini, meka mongenai gajl sorta penghasilan-peng-
hasilan lain diporlakukan kotenbuan seperti fertera dalam
ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini,.

Pasal 80 rTrsreeaNINBE.
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(2)

(1)
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Pasal &0
Pemberhentian seorang pegawal berdasarkan perzturan ini ditetapken mu-
lai akhir bulan keputusen pengadilan atag perkaranya mendapat kekuatan

hukun yang tetap.
Bagian Kesembilen

Pemberhentian

Pasal &1
Pemberhentian pegavai adalah yemberhentian yong mengakibatkan yang berw
sangkutan kehilangan'sﬁatusnya sebagai pegowai Perusahaén. '

Pasal &2
Pemberhentian Pegawai terdir] dari :
a, Pemberhentian atas permintaan sendiri,
b, Pemberhentian karcna mensapai usie 56 iahun,
c. Pemberhentian karena adsaya penyedcerhanaan organisasi,
d.. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindakan pidana/penyele-
Wengan., _
oy Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani,
T+ Pemberhentian karena meninggalkan tugas.
g Pemberhentian karena meninggal dunia etau hilang,
L, Pemberhentian karena halw~hal lain,
Pasal 83
Pegawai yang meminta berhenti, diberhontilkan denpen hormat schbagei pega
wal «
Permintaal  berhenti scbagaimana.eyet (1) dapst ditunda uniuvk paling -
lama 1 (satu) tahun, apsbila ada ke?ontingan Perusshaan yangmendesak: ,
_ Pasal &5,
Apabila ada ponyederhanaan organisasi Porusahaan yang mongakibatkan koe
lebihan pegawal, maka pogswal yang kelebihan disalurkan ke Perusshaane
D amerah/Badan Usaha Milik Dasrah lainnya,
bpabila penyaluran scbagaimana dimaksud dalom ayet (1) Pasal ini $idsk.
mungkin dileksanakan, saka pegawel yang kelcobihan diberhentiken dengar—
hornmat scbagal pegaval.
Pasal 83
Pegawai dapat diberhentikan tidek dengan hormal scbagzai pogewai karena:
a, Melanggar sumpah/janji pegewai, sau peraturen disiplin pegaval Porim
sahaah,
b, Dihukun penjare berdasarikan persiuran pengadilen ysng sudah MEMPY -
nyai kekuaten hukur yeng tetap, %arena dongan songaja melakukan sua-
tu tindak pidana kcjalatan yang dancan dengan pldana setinggi-tinggl

nya 4 (empat) tehun atau diancam pideana yang lcbih beras,

(2) Pegai'fai.og-uccsgtt_ooclosgcg!
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{2) Pegawai diberhentikan tidsk dengan hormat scebagal pegawal apabila dipida-
na penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilen yang telah nem=
punyai kekuatan hukum yang tetap karena i '

a. Melakukan tindak pida®@ . kejahatan jabatan atau tinda k pidana kejahstl
an yang ada hubungannya dengan jabetan, ataun _

b, Melakukan suatu tindek pidana kejahatan scbagaimana dimaksud dalam pa-
sal 104 sampai dengon Pasal 161 Kitaﬁ Undang-undang Hukum Pidana,’ _

(3) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormet scbagal pegawal, apabila teruya

ta melakukan wsahaatau kegiztan yong beriujuan mengubah Pancasila dan atau

Undang-~Undang Dasar 1945, atau torlibat dalan gerakan atau melakukan kegis' -

atan yang menentang Negara dan atau Pemerintah,
' Pasal 86
Pegawai diberhentikan dengen hormat dengan mendapat hak-hak kepegawsian ber -
dasarkan peraturan yeng berlaku apabila berdasarkan surat Dokter yang ditun—
juk oleh Perusahaan dinyatakan :
a. Tidak dapat bekerja logli dalam semuz jabatan karena keschatannya atau
b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan-
atau lingkungan kerijsnya, ataun
c. Setelah berakhirnya Cuti Sakit, belum mampu bekerja kembali,.
Pasal 87
(1) Pegawai yang meninggalkan tugesaye secara tidak syah dalam waktu 1 (satu)
bulan berus mencrusdiborhentikawpenmbayaran gejinya mulai bulan kedﬁa,
(2) Pegawai scbageimana dimeksud dalam ayat (1) Pasal ini yang dalam wakiun =

kurang dari 3 (tiza) bulan melaporkan diri kepada Direksi, depat :

a. Ditugaskan kembali spabila ketidek hadirannya itu karena ada alasan
alasan yang dapat diterina, atauv
b, Diberhentiken dengan hormat gebagai pegawval, apabila ketidek hadiran=
nya itu adalal ksrena kelalaian pegaval yang bersangkutan dan wmenurut
pendapat Direksi akan mengganzgi suasena kerja, jika ditugaskan kem -
bali.

(3) Pegawai scbagaimena dimaksuc dalam ayal (1) Pasal ini, yang delam wak =

tu 3 (tiga) bulan terus meninggalkan tugasnys secara tidak isah, diber =-

hentikan tidak dengan hormat sebagal pogawal.

- .
Pasa 1 88 FrrsasELRAAERESERI LR Y
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Pasal 88
Pegawai yang meninggal dunia dengan'sendirinya dianggap diberhentikan de=
ngan hormat sebagai pegawai. |
Pasal 89
(1) Pegawai yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan~
ke 12 {(dua belas) sejakx dinyatekan hilang.
(2) Pernyataan hilang scbagaimana dinsksud dalam ayat (1) Pasal ini, diby
at oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan &urat Keterangen atau Beri

ta. &cara dari Pejebat yang berwajib,

(3) Pegawal sebagaimahna.dimaksud dalanm zyat (1) Pasal ini, yang kemudian~
ditemukan kewbali dan masih hidup, diangkat kemball sebagal pegawai -
dan gajinys dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunisa ig
ngan memperhiﬁung'ah hak~hak kepegawaién vang telalh diterima oleh ke~
luarganya. ' Pasal 90

Kepada Pegawai yeng diberhentikan dengan hormai sebagai pegawai diberikan-~
hak~hal kepegawalzn berdasarkan peraturan yong bherlaku,
Pasal 91

(1) pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 86 huruf b dan ¢ Pe

raturan Daeral inl .
ae Diberhenitiken dengan hormat sebagai pogawai dengan mendapat jaminan
hari fua, apabila telah menanwad usia sekurang-kurangnya 50 (lima =~

k a

puluh) tabun dan memiliki nasa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

tahun,

b. Diberhentikan dengan hormat dari jobetan dengan mendapat jaminan ha
ri tua, apablla belunm menenuh! syarat-syarat usia dan masa kerja se
bagaimana dimsksud dalamppru? a.

(2) Pegawei scbagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a Peraturan Daerah -
ini diberhentikan dengan hormat dengen mendapat jaminan hari tua

gy Tanpa terikat pada masa rerja peasiun, apabila oleh Dokiter yang dim-
tunjuk Perusahaan dinyabtakan tidak dapat bekerja lagl dalam senus =
jabatan, karena kesehatan yang disebabkan oleh dan karena ia menja=-
lankan kewajiban jabatan. _

ba Jiké telah meniliki mesa kerja sckurang-kurangnye 4 (empat)_iahun,
apabila cleh Dokter yvang ditunjuk Perusshean dinyatekan tidak dapat
bekerja lagl dalaw semua jabatan, karena kesechetannya yang bukan =
disebablkan oleh dag karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

Pasal 92
Pegawal yang diberhentiken dengan hormet sebagal pegawal karena mencapail -
batas usia 50 tahun, berhak ates Jaminan hord tua, apabils is memiliki masa

kerjae scekurang~kurangnya 20 (dua puiluh) tchun,
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Bagian Kesepuluh
Jaminan hari {ua
Pasal 93
Hel=hal yang belum menyangkut pensiun atau _pesangon dan lain-lain -
yang diberikan sebagai jaminan hari tua dan atau sebagai penghar-
gaan atas jasa pegawal selama bekerja dalam perusahaan, akan diatur

dengan Peraturan Daerah sehdiri.

BAB IV
PZLAKSANAAN PENGHASILAN PEGAVAI
Pasal 94
Pelaksanaan penghasilan pegawai keseluruhannya berkisar antara se-
puluh per seratus dan tiga pulub per seratus dari seluruh realisasi

Anggaran Perusahaan berdasarkan Tahun Anggaran yang berlaku,

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal ©5

Dengan berlakunys Peraturan Daerah ini, semua Peraturan dan Keten-
tuan yang telah ada sebelumnya {tetap berlaku sepanjang mengenai hal
hal yang tidak diatur dalam Perszturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal %o
Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini, dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bu-
pati Kepala Daerah sepanjang meéngenai pelaksanaannya;.

Pasal 97
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar supaya setiap orang dapat mergetahuinya, memerintalkan pengun-
dangan Peraturan ini déngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ka-

bupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 29 April 1986,

EWAN PERUAKILAN RAKYAT DALRAH BUPATI KZPALA  DAERAH TYNGKAT IT
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PENJELASAN
L TAS
PERATURAN DATRAH KABUPATEN DAERAE TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11  TAHUN 1986
TENTADNG

KETENTUAN-KBTENTUAN POKOK DIRBKSI, DAN XuPLGAWAIAN
PERUSAHAAN DALRAE XABUPATEN DARRAH TINGKAT IT SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan dari Perusahasn Daerah adalah scbagal salah satu sumber
pendapatan asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekononian
dalam rangka Pembangunéﬂ Dasrah.

Agar Perusahsan Daerabh dapat melaksanskan fungsinya dengan baik
dan berhasil mencapal dujuan yang telah ditetapkan perlu pengelolaan
terhadap Perusahaan Dserah dengan sebaik~baiknya serta sesuail dengan
ketentuan'peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan
terhadap Perusahaan Daerah sebagal satuan usaha dilaksanakan cleh Di-
reksi Perusahaan Dasrah yzng pengangkatan dan pemberhentiannya dilaku-
kan oleh Bupati XKepala Dacrah, '
Direksi dalanm menjalankan pimpinen Perusahaan Dacrah sehari~hari de =
ngan tugas pokcknya anbara lain
a., meminmpin semuz kegizten Peruszhaan
b, meminpin dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan i
¢. merencanakan dan menetapksn program kerja perusahoan
d. nelakssnakan kegiatan telmik den pemeliha¥ecn,
periu dibantu oleh pava karyawan yang memenuld syarat-syarat dalam
rangka usaha meningkatkan kelancaran tuges Perusahean Daerah secara
berdaya guna dan berhasil guna.
Sesuai dengan ketentuan Pagal 26 Undeng-Undang Xcmor 5 Tahun 1962,
tentang Perusahaan Dacrah jo. Pasal 8 Peraturan Memteri Dalam Negeri
Komor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara pemblnaan dan pengawasan Perusa-
hzan Daecrah di Lingkungan Pemeorintah Daerah, maka dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggel 31 Januari 1984
Komor 690 - 1572 tentang Koetentuan-kebtentuan Pokok Badan Pengawas, Dim
reksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dlbentuklah Peratu~
ran Daerah ini. - 5.0

Untuk mengatur kelbentuan-ketentuan yang menysigkul jaminan hari

tua pegawai Perusahasn, perlu terlebib dahulu diadeken penelition me ~

‘ngeaal kemampuen Perusahssn Daerah ini dan menQrut prinsipuprinsip Pe~

ruszhaan, Oleh karenz itu keienbuan-ketentuan yang menyangkub
jominan hari itus pegawal Porusahaan zkan diatur dalam Peraturan Daerah

tersendiri,

II. PENJELASAN PASAT DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 97

cukup jelas.
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